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BAB 1

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu,menyeluruhdantanggapterhadapperubahan,harusmemuat perencanaan
berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupunperencanaan tahunan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja PemerintahDaerah(RKPD).

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu,menyeluruhdantanggapterhadapperubahan,harusmemuat perencanaan
berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupunperencanaan tahunan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja PemerintahDaerah(RKPD).
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentangSistemPerencananPembangunanNasionaldanUndang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah, Kepala Perangkat Daerah
menyiapkanRancanganRencanaKerjaPerangkatDaerahsesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya
disingkat Rancangan Renja PD merupakan rencana dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Rencana Kerja
dimaksud memuat perencanaan program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatifuntukmencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi
dankerangka anggaran yang telah ditentukan.

BerdasarkanpadaPeraturanMenteriDalamNegeri(Permendagri)Nomor86
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban menyusun
rencanatahunanuntuk TahunAnggaran2026.UntukituDinas
Perindustrian,Perdagangan,KoperasiUsahaKecildan menengah Kabupaten Dairi
menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026 dengan
berpedoman pada pelaksanaan Musrenbang dan Forum SKPD yang dilaksanakan

serta mempertimbangkankemampuankeuanganPemerintah



KabupatenDairi Tahun 2026. Sesuai dengan amanat tersebut dan gunalebih
meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan
Pemerintah Kabupaten DairimakaDinasPerindustrian,Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan penyusunan dokumen perencanaan
tahunan,  vyaitu Rancangan Rencana Kerja  Organisasi Perangkat
Daerah(RenjaOPD)DinasPerindustrian,Perdagangan, Koperasi UsahaKecildan
MenengahKabupatenDairiTahun2026.Sinergidenganpembangunannasional dan
pada Musrenbang RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusung tema :
”Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan” sebagai Visi RPJPD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

RancanganRencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dairi Tahun 2026 merupakan perumusan prioritas program
pembangunan yang dilaksanakan bertingkat dengan melibatkan segenap
stakeholder terkait dan merupakan program untuk kurun waktul(satu) tahun
sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Dairi.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
UsahaKecil danMenengah Kabupaten DairiTahun2026merupakandokumen
perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi program dan
kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang
telah ditentukan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun
2026. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini juga memperhatikan
program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah,juga
disinergikan dengan Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Dairi.

LandasanHukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang

PembentukanKabupatenDaerahTk.lIDairidenganmengubah Undang-
UndangNomot7Drt. Tahun1956tentangPembentukan

DaerahOtonomdiProvinsiSumateraUtara(LembaranNegara Republik
Indonesia  Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran

NegaraRepublikindonesiaTahun1964Nomor96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaTahun2007Nomor33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-
UndangNomor9Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
PenyelengaraanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikindonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2016Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
PanjangDaerah,Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera



13.

14.

15.

16.

17.

Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang
RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahKabupatenDairiTahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentangRencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
Peraturan Bupati Dairi Nomor 11Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
KabupatenDairi(BeritaDaerahTahun2023Nomorl1).

MaksuddanTujuan
MaksudpenyusunanRancanganRencanaKerja(Renja) Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

danMenengahKab.DairiTahun2026adalahuntukmenetapkandokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah

yang menjadi tolok ukur penilaian KkinerjaDinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.Sedangkan tujuan

penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Tahun 2026 adalah :

1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Dairi;

2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Dairi selama Tahun 2026.



SistematikaPenyusunan
Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BABIPENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2. LandasanHukum
1.3. MaksuddanTujuan

1.4. SistematikaPenulisan
BABII HASIL EVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUN
LALU

2.1 EvaluasiPelaksanaanRenjaDinasPerindagkopUKMdan

CapaianRenstraDinasPerindagkopUKM
2.2 Analisis KinerjaPelayananDinasPerindagkopUKM
2.3 Isu-isuPenting PenyelenggaraanTugasdanFungsiDinas
PerindagkopUKM
2.4 ReviewTerhadapRancanganAwalRKPD
2.5 PenelahaanUsulanProgramdanKegiatan
BABIIITUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH
TelaahanTerhadapKebijakanNasional
TujuandanSasaranRenjaDinasPerindagkopUKM
Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop UKM
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB YV PENUTUP



EVALUASIRENJAPERAI\IIBQELI\TDAERAHTAHUNLALU
EvaluasiPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahTahunLaludan CapaianRenstra

SKPD

TugasPokokdanFungsiDinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Dairi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah. Pada Dokumen PelaksanaanAnggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)
Tahun Anggaran 2024, mendapatkan alokasi belanja yakni dana DAU dan DAK
sebesar Rp. 10.690.409.538,- Untuk melaksanakan 10 program, 13 kegiatan dan
23 sub kegiatan. Hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pada akhir bulan desember
atau sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar
69% atau realisasi keuangansebesar Rp.7 .3 27 .947 573 .

Dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
menetapkansasaran strategis yang akan dicapai adalah :

1. MeningkatnyaomsetIKM

2. Meningkatnya pendapatansektorperdagangan

3. Meningkatnyatatakelola kelembagaankoperasidan UMKM

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas

Perindustrian,Perdagangan, Koperasi,UsahaKecildanMenengah Kabupaten
Dairi melaksanakan program :

1. ProgramPenunjangUrusanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota

2. ProgramPengawasandanPemeriksaanKoperasi

3. ProgramPendidikandanLatihanPerkoperasian

4. ProgramPemberdayaanUsahaMenengah,UsahaKecildanUsahaMikro
(UMKM)

5. ProgramPengembanganUMKM

6. ProgramStabilisasiHargaBarangKebutuhanPokokdanBarangPenting
7. ProgramPengembanganEkspor

8. ProgramStandardisasi danPerlindunganKonsumen

9. ProgramPenggunaandanPemasaranProdukDalamNegeri

10. ProgramPerencanaandanPembangunanindustri.



Adapun rincian pencapaian kinerja dari masing - masing indikatorsasaran

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran

NO Strategis IndikatorKinerja Target Realisasi |Capaian
(%)
1 | Terwujudnya 1. Jumlah Peningkatan
AgribisnisYang Kapasitas 75o0rang 75o0rang 100%
Berdaya Saing SDM
PelakuUsaha IKM
2.JumlahProdukIKM
Bidang Agribisnis 10IKM 10IKM 100%
yang Terfasilitasi
Pengurusan
Sertifikasi
3. DokumenInformasi
Harga dan 1 1 100%
KetersediaanBarang Dokume Dokumen
Pokok n
4. Kontribusi
Sektor 0,41% 0,40% 100%

Industri Pengelolaan
Terhadap PDRB

5JumlahAlat UTTP 500 500UTTP | 100%
yangDitera/Tera UTTP

Ulang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan keberhasilan pencapaian kinerja
program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.
AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah

Keberhasilan capaian indikator Kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana
yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas
Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,UsahaKecildanMenengah Kabupaten Dairi,
yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi
denganrealisasianggaranyangditampilkandalampersentase realisasi.

Pada Tahun 2024 anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebesar Rp. 10.690.409.538,- dimana
realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 7.327.947.573,- dengan penyerapan
anggaran sebesar 69%.

Dalam rangka untuk mencapai target Kinerja yang memuat sasaran strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, maka besaran
alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategisdapat dilihat dalam tabelanalisis

capaian kinerja dan anggaran dibawah ini






PencapaiankinerjaprogramdankegiatanDinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi,UsahaKecildanMenengahKabupatenDairiberjalansesuaidengan rencana

ANALISISCAPAIANKINERJAORGANISASI

ditetapkan, hal inidapat dilihat darirealisasi capaian kinerja dari indikatorprogram/ kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

TABELPENGUKURANKINERJATAHUN2024
DINASPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHAKECILDANMENENGAH KABUPATEN

DAIRI

yang telah

No

Sasaran
Strategis

IndikatorKinerja
Utama

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

%

IndikatorKinerja
Kunci

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

%

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meningkatnya
Omset IKM

Persentase
peningkatan
omsetIKM

10%

10%

100%

Pertambahan
jumlahindustri
kecildan
menengah

2%

2%

100%

Persentase
jumlahhasil
pemantauandan
pengawasan
denganjumlah
IzinUsaha
Industri(lUI)
Kecildan
Industri
Menengahyang
dikeluarkan
olehinstansi
terkait

100%

100%

100%

ProgramPerencanaan
dan Pembangunan
Industri

Penyusunan
dan Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/K
ota

4.715.437.324

2.283.932.209

Meningkatnya
Pendapatan
Sektor
Perdagangan

Persentase
peningkatan
pendapatan
sektor
perdagangan

8%

8%

100%

Persentase
pelakuusaha
yang
memperoleh
izinsesuai
ketentuan
(IUPP/IUTS/SI

90%

60%

67%




UPtoko

swalayan)
Persentase 100% 100% 100% - - - -
kinerja realisasi
pupuk
Persentasealat- 100% 100% 100% ProgramStandarisasidan | Pelaksanaan 30.000.000 27.335.331
alatukur takar ti Perlindungan Konsumen | Metrologi
' ' Legal,Berupa
mbang,dan Tera, Tera
perlengkapanny Ulang, dan
a(UTTP) Pengawasan
bertandatera
sahyang
berlaku
Meningkatn | Persentase 5,5% 5,5% 100% Persentase 39% 39% 100% ProgramPengawasandan Pemeriksaan 56.754.250 48.985.948
; ; Pemeriksaan Koperasi dan
aTata eningkatan eningkatan
¥ P g . P g ] Pengawasan
Kelola omsetkoperasi koperasiyang Koperasi,
Kelembaga aktif berkualitas K_operasi
Simpan
an Pinjam/Unit
Koperasi Simpan
danUMKM Pinjam
Koperasiyang
Wilayah
Keanggotaan
nya Dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
ProgramPendidikandan | Pendidikandan 206.705.750 177.360.750

LatihanPerkoperasian

Latihan
Perkoperasian
BagiKoperasi
yangWilayah
Keanggotaan
DalambDaerah
Kabupaten/K
ota




Persentase
peningkatan
omsetUMKM
binaan

7%

7%

100%

Persentase
peningkatan
usahamikro
yangmenjadi
wirausaha

3,94%

3,94%

100%

Program Pemberdayaan
UsahaMenengah,Usaha
Kecil Dan Usaha Mikro
(UMKM)

Pemberdayaan
UsahaMikro
Yang
Dilakukan
Melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahan
Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan
Dan
Koordinasi
Dengan Para
Pemangku
Kepentingan

595.463.250

493.870.681

Meningkatn
ya Nilai
AKIP

PredikatSAKIP

BB

PredikatSAKIP
OPD

BB

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran
Dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah




Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiPerangkatDaerah
1. Tingkat Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait isu penting di Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecildan Menengah antara lain :
a. Belumoptimalnyastandarmutuprodukunggulandaerah,baik
pertanian maupun produk UMKM yang berdaya saing sesuai
permintaan pasar
b. Masihlemahnyajaringanpemasaranmelaluisistemperdagangan
digital
c. TerbatasnyakapasitasSDMpelakuusahakoperasidanpelaku
UMKM.

2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program
nasional. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tidak
menyurutkan langkah untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten
Dairi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai
Visi Pemerintah Kabupaten Dairi.

3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian,
Perdagangan,KoperasiUsahaKecildanMenengahKabupatenDairi adalah :

a. Tantangan
(1) KeberadaandanPertumbuhanpasar-pasarmoderndiKabupatenDairi

(2) Sebagian tunggakanretribusiyangbelumterbayar
(3) Perlunyaditingkatkankesadaranpedagangdalammelaksanakanhak dan
kewajibannya
(4) Lahanuntukpengembangantidakada
(5) Permintaanlayanankonsumensemakintinggi
b. Peluang
(1) Dairisebagaipusatbisnis
(2) Dairisebagaitujuanwisatadanedukasi
(3) Potensisumberdayaekonomi
4. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
Mewujudkanpeningkatanpelayananpublik yangberkualitas
MewujudkanpeningkatanomzetindustriKecilMenengah(IKM)
MewujudkanpeningkatanomzetUsahaKecilMenengah (UKM)
Mewujudkanpeningkatanpendapatanpasar
MewujudkanpenataandanpembinaanPedagangKakiLima(PKL)

Mewujudkanpasarsehatyangmenyeluruh

N o ks w N R

Mewujudkankenaikannilaiekspor



S

inergi Pembangunan Nasional dengan PemerintahSumateraUtara,koridor

pembangunanTahun2026padaRKPDProvinsiSumatera

Utaradiarahkanpada4aspekprioritasyaitu:

1.

peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai upaya untuk menjawab
permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi
dan ketahanan bencana .

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan
penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian
dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan, untuk menjawab
permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan insfrastruktur permukiman,
ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup

dan layanan sistem transportasi.

peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab
permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan SAKIP, pelayanan publik,
akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen aparatur

sipil negara, serta inovasi daya saing daerah .

SedangkanprioritaspembangunanKabupatenDairiyaitu:

N o ks w N R=

SosialBudaya;

Kesehatan;
Pendidikan;

PertumbuhanEkonomi;

Pembangunan WilayahdanPeningkatanInfrastruktur;

LingkunganHidupdanPemanfaatanRuang;

KinerjaAparaturdanBirokrasi.

a.

Kebijakan/tindaklanjutdariDinasPerindustrian,Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

(1
(2
(3
(
(

Meningkatkanrevitalisasipasartradisional

Pendampinganbagipelakuusahaindustri

4
5

Menyelenggarakanpameranbarangdaganganpasartradisional

)

)

) Meningkatkanpembinaan koperasidanlembagakeuanganmikro

)

) Melaksanakan pelatihan-pelatihan UKM dan IKM untukpeningkatan
kualitas sumber daya

(6) Melaksanakan pelatihan atau kegiatan yang menumbuhkembangkan

jiwa kewirausahaan di masyarakat

b. Masih adanya rentenir di lingkungan pasar kebijakan/tindak lanjut dari

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

yaitu :



(1) Pemasanganpapaninformasilarangan terhadappraktekrentenir
(2) Fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan perbankan dannon
perbankan

(3) Sosialisasitentangbahayarentenirkepada pedagang.

ReviewTerhadapRancanganAwalRKPD

PadarancanganawalRKPDdenganberpedomanpada
RenstraPerangkatDaerahyangdiusulkanolehDinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi terdapat 11 program, 17
kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.065.000.000,-.
Pada akhir hasil analisis kebutuhan pagu indikatif RKPD 2025 yang ditetapkan
untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dairi yang ditetapkan pada rancangan akhir SKPD menjadi 11
program, 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Reviewterhadaprancangan awal
RKPD Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai berikut :

PROGRAMDANKEGIATANPEMBANGUNAN TAHUN
2026

Programdankegiatan padasetiap  OrganisasiPerangkatDaerahberdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 danmengacupada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
PerencanaanPembangunandanKeuanganDaerah,disusun program,kegiatan
dansubkegiatantahun2026DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :
1. ProgramPenunjangUrusan PemerintahanDaerah

a. Perencanaan,PenganggarandanEvaluasiKinerja PerangkatDaerah

- PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan
- PenyediaanGajidanTunjanganASN
c. AdministrasiUmum
- PenyediaanKomponenlnstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor
- PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD
- PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-undangan
- PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor
- PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan
d. AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah

- BimbinganTeknisimplementasiPeraturanPerundang-undangan



e.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Pemeliharaan/rehabilitasigedungkantordanBangunanLainnya
- PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya

- Penyediaanjasapemeliharaan,biayapemeliharaandanpajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor/Bangunan lainnya

PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah
- Penyediaanjasapelayananumumkantor

- PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik

2. ProgramPengawasandanPemeriksaanKoperasi

a.

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah
Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang

Wilayah Keanggotannya Daerah kabupaten/Kota

3. ProgramPendidikandanLatihanPerkoperasian

a.

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta

Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

a.

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,
Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para

Pemangku Kepentingan

- PemberdayaanMelaluiKemitraan UsahaMikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
Mikro

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui
Pendidikan dan Pelatihan

5. ProgramPengembanganEkspor

a.

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- PameranDagangNasional

- PameranDagangLokal

- MisiDagangBagiProdukEksporUnggulan

- PeningkatanCitraProdukEkspor



6. ProgramPeningkatan Sarana DistribusiPerdagangan
a. PembangunandanPengelolaanSaranaDistribusiPerdagangan
- PenyediaanSaranaDistribusiPerdagangan
7. ProgramStabilisasiHargaBarangKebutuhanPokokdanBarangPenting
a. Pengendalianharga,danstokbarangkebutuhanpokokdanbarang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi
Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yangBerdampak
Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
8. ProgramStandardisasidanPerlindunganKonsumen
a. Pelaksanaan MetrologilegalBerupaTera, TeraUlangdan Pengawasan
- PelaksanaanMetrologilLegal,BerupaTera, TeraUlang
- Pengawasan/PenyuluhanMetrologilLegal
9. ProgramPenggunaandanPemasaranProdukDalamNegeri
a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan PenggunaanProduk
Dalam Negeri
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
10. ProgramPerencanaandanPembangunan Industri
a. PenyusunandanEvaluasiRencanaPembangunanindustri Kabupaten/Kota
- KoordinasidanSinkronisasi danPelaksanaan KebijakanPercepatan
Pengembangan,PenyebarandanPerwilayahan Industri
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Sumber Daya Industri
- PenyusunanRencanaPembangunanindustriKabupaten/Kota
11. ProgramPengelolaanSistemlInformasilndustriNasional
a. Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan
Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasilndustri
Nasional (SIINas)



PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi,
maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakansesuai
tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Dairi.

Usulan dari masyarakat diperolen melalui mekanisme Musrenbang yang
dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta
mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi didasarkan pada :

A. ProgramDinas berdasarusulandaridatateknisterkait tupoksidinas,yaitu:
1. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
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ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
Kinerja dan Keuangan
ProgramPembinaandanPengendalianPerdagangan
ProgramPembinaanPerindustrian

ProgramPengembanganindustriLogam

® N o O

Program Pemeliharaan SaranaPrasarana Kebersihan,Keamanan dan

Ketertiban Pasar
9. ProgramPengembanganPusat Bisnis
10. ProgramPenataan,Pengembangan danPendapatanPasar

B. UsulandarimasyarakatdenganmekanismeMusrenbang
UsulandarimasyarakatkepadaDinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan
kegiatan dalam Renja Tahun 2026 diantaranya adalah usulan
dariKecamatanpadaMusrenbang Kabupaten namun mengingat sangat
terbatasnya anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kota, usulan dari masyarakat belum seluruhnya
dapatdiakomodirsesuaiusulan terbanyak danmelihatkebutuhan yangpaling
penting dan mendasar dari masyarakat.

C. Usulan daripokok-pokokpikirananggotaDewan
Pokok-pokok pikiran dari Dewan telahdiakomodir seluruhnya dalam Renja
2026karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Dairi.



BABIII
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH

TelaahanTerhadapKebijakanNasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melaluiupaya-upayasecara sadar dan terencana.
Untuk  melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan  yang
matangsecarabertahapsesuaikebutuhan.Perencanaanyangbaikdan berkualitas
mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-
down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan
perencanaan yang baik dan berkualitas digambarkan dalam form 4.1. Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun

2026. Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

a. PembangunanManusiadanMasyarakat;

b. PembangunanSektorUnggulan;

C. PemerataandanKewilayahan;

d. PembangunanPolitik,Hukum,Pertahanan,danKeamanan;
e. PembangunanEkonomi.

SedangkanPrioritasPembangunanKabupatenDairiditujukan selain  untuk
mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga
harus sejalan dengan tema danprioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara

sesuai dalam RKPD Sumatera Utara tahun 2025 yaitu :

a. PelestarianNilaiBudaya

b. PenguatanKapasitasSumberDayaManusia

C. PenguatanKapasitasEkonomi

d. PengembanganPariwisata

e. PenguatanKapasitasinfrastruktur

f. PengembanganWilayah danLingkunganhidup

ReformasiBirokrasi

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah
Sumatera Utara yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas
pembangunan Kabupaten Dairi untuk tahun 2026 yaitu :
Pendidikan
Kesehatan
SosialBudaya
PertumbuhanEkonomi

PembangunanWilayahdanpeningkataninfrastruktur
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LingkunganHidupdanPemanfaatanRuang



Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalaian dan evaluasi,makaprioritas pembangunan Kabupaten Dairi sama
dengan prioritas pembangunan pemerintah nasional, pemerintah daerah provinsi
dan diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Kabupaten Dairi
diantaranya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan pendapatan

masyarakat.

TujuandanSasaranRenjaPerangkatDaerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting
penyelenggaraantugas dan fungsi Perangkat Daerah yangdikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu : Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dairi adalah :MeningkatnyaPertumbuhanSektorindustridan

Perdagangan

ProgramdanKegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan

» Pencapaianvisidanmisikepaladaerah

Visidan MisiPembangunanJangkaPanjangDaerah KabupatenDairi adalah:
“Terwujudnyamasyarakat dairi yang beriman,berdaya saing, aman,maju dan
sejahtera di dalam kebhinekaan”. Sedangkan visi kepala daerah dan wakil
kepala daerahyang akan dicapai pada tahun 2025-2026 yaitu: “Mewujudkan
Dairi  Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni
Keberagaman™.

» Pengentasankemiskinan
Pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten
Dairi dan instansi yang bersangkutantetapimenjadi tugas dan kewajiban dari
seluruh organisasiperangkatdaerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian,
Perdagangan,KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam
programdan kegiatannya sudah menyasar masyarakat miskin yang tersebar di
beberapa wilayah se Kabupaten Dairi.

» Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah
kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
adalah diantaranya dengan cara :

1. Meningkatkanrevitalisasipasartradisional
Revitalisasi pasar tradisional disini maksudnya bukan hanya dari
membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi

lebihkepadapenyediaandanpemeliharaansaranadan prasarana baik



fisik maupun non fisikuntukkeberhasilan pencapaian pokok pikiran Bupati
dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam
hal ini pengunjung pasar, yang mengarah kepada pasar sehat.
Diantaranyapemisahanjenisdaganganyangbasahdankering, penyediaan
wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup
penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari
instansi terkait .

2. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi
permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha;

3. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat dengan
melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

4. meningkatkan kualitasbangunan dan kondisi pasar tradisional,
meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan
pedagang pasar sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang
direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Jumlahprogram : 11 program
Jumlahkegiatan : 17 kegiatan
JumlahSubKegiatan:36 subkegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 yang

diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) OPD adalahsebesarRp.10.640.200.000,-



BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun
2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan
sebagai berikut :
. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini yang selanjutnya
akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Dairi Tahun2026
yang pembahasannya dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten
. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini juga menjadi
pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagai bahan
penyusunan APBD Kabupaten Dairi Tahun2026,sehingganantinya bisa
ditetapkan menjadi dokumen
. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini,makasemua pihak
dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja
ini sebagai acuan dan arahanoperasionaldalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2026 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
. RenjaDinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi,UsahaKecildanMenengah
Kabupaten Dairi Tahun2026iniakandijadikan dasarpengukurandan evaluasi kinerja
DinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil
danMenengahKabupatenDairiTahun2026.

Sidikalang, 2025

KEPALADINASPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

WAN TARUNA. RUTU, ST.M.S
PEMBINA
NIP:: 19740402 200312 1 005



BABIV

RENCANAPROGRAM,KEGIATAN,DANSUBKEGIATANSERTAPENDANAANTAHUN2026

TARGETKINERJAPROGRAMDANKERANGKAPENDANAAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, DATA
TUJUAN SASARAN KEGIATAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN CAPAIANPADATAH TAHUN2026 TAHUN2027
UN2025 TARGET Rp TARGET Rp

MeningkatkanPertumbuha |MeningkatnyaPertumbuha |PROGRAMPENUNJANGURUS
n n AN PEMERINTAHDAERAH PersentaseKeterpenuhanProgramPenunjangSesuaiStandar 100% 100% 4,314,820,500 100% 4,687,500,000
SektorIndustridanPerdaga |SektorIndustridanPerdaga |KABUPATEN/KOTA
ngan ngan — - m = — -

AdministrasiKeuanganPeran |Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan 100% 100% 3,547,657,717 100% 3,700,000,000

gkat Daerah

PerangkatDaerah

PenyediaanGajidanTunjangan
ASN

TersedianyaGajidanTunjanga
n ASN

Jumlah Orang yang
MenerimaGaji dan Tunjangan
ASN

240rang/Bulan

290rang/Bulan

3,547,657,717

300rang/Bulan

3,700,000,000

AdministrasiUmumPerangka

¢t Daerah CakupanAdministrasiUmumPerangkatDaerah 100% 100% 198,641,500 100% 322,500,000
Penyediaan Tersedianya Ec:?r:al:):j:lentstalasi
KomponenlInstalasi KomponenlInstalasi ) p 0 Spaket 4,996,500 10paket 12,500,000
- - Listrik/PeneranganBangunan
Listrik/PeneranganBangunan Listrik/PeneranganBangunan . .
Kantor yangDisediakan
Kantor Kantor
. . Jumlah Paket Peralatan
PenyediaanPeralatandanPerle | Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 10paket 20Paket 30,000,000 22Paket 35,000,000
ngkapan Kantor danPerlengkapan Kantor . :
yangDisediakan
. . Jumlah Paket Barang
PenyediaanBarangCetakanda | TersedianyaBarangCetakanda |0 10hdan Penggandaan 5Paket 6Paket 5,000,000 10Paket 25,000,000
n Penggandaan n Penggandaan . .
yangDisediakan
Penyelenggaraan ::ar;anksa“a“yape"yde“gg {,l;m(l)a:‘l;nPen elenggaraan
RapatKoordinasidanKons . . P y . 88 12Laporan 12Laporan 158,645,000 12Laporan 250,000,000
ultasiSKPD RapatKoordinasidanKons RapatKoordinasidanKons
ultasiSKPD ultasiSKPD
Penyet}llaan]asa ) Cakupaim Peyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% 100% 180,260,736 100% 195,000,000
PenunjangUrusanPemerintah |PemerintahanDaerah
anDaerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan]Jasa Komunikasi,
1L 1L 153,000,000 1L 165,000,000
Komunikasi,Sumber Daya Air Komunikasi,Sumber Daya Air SumberDaya Air dan Listrik aporan aporan aporan
dan Listrik dan Listrik yangDisediakan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Laporan
Yy y Penyediaan]JasaPelayananUm 1Laporan 1Laporan 27,260,736 1Laporan 30,000,000
PelayananUmum Kantor PelayananUmum Kantor . .
umKantoryang Disediakan
PemeliharaanBarangMilikDa . i
erah Penunjang Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% 388,260,547 100% 470,000,000
. PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
UrusanPemerintahan Daerah
PenyediaanjasaPemeliharaan, |Tersedianya JasaPemeliharaan, |Jumlah Unit
BiayaPemeliharaan dan BiayaPemeliharaan dan KendaraanPerorangan
PajakKendaraan Perorangan PajakKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan 11unit 11unit 173,470,198 11unit 220,000,000

Dinasatau Kendaraan Dinas
Jabatan

Dinasatau Kendaraan Dinas
Jabatan

Dinas Jabatanyang
Dipelihara danDibayarkan

Pajaknya




Pemeliharaan/RehabilitasiGedu

TerlaksananyaPemeliharaan/R
ehabilitasiGedung Kantor dan

Jumlah Gedung Kantor

ng Kantor dan A danBangunan Lainnya - 1Unit 214,790,349 1Unit 250,000,000
. BangunanLainnya L . s

BangunanLainnya yangDipeliharaatauDirehabili

tasi
PROGRAMPENGAWASANDAN
PEMERIKSAANKOPERASI PersentasePengawasandanPemeriksaanKoperasi 36% 40% 55,000,000 44% 63,000,000
PemeriksaandanPengawasan
ls(_operas;_, Ifopel:;sit si Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,

impanPinjam/Unit Simpan |00 o Gigimpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 100% 100% 55,000,000 100% 63,000,000

PinjamKoperasi yang WilayahKeanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
WilayahKeanggotaannya
DalamDaerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi
P tan Tat: Terlak: P t

enguatan “ata ) eraxsananya renguatan yangdilakukan penguatan . 50unitusaha 30,000,000 52unitusaha 33,000,000
KelolaKelembagaanKoperasi TataKelola Kelembagaan
. tatakelola kelembagaan
Koperasi .

koperasi
Pelaksanaan Terlaksananya
ProsesPemeriksaandanPenga ProsesPemeriksaandanPenga Jumlah Koperasi yang
wasanKoperasi yang wasanKoperasi yang TelahDilakukanPemeriksaa 35unitusaha 40unitusaha 25,000,000 42unitusaha 30,000,000
WilayahKeanggotaannya WilayahKeanggotaannya ndanPengawasan
DaerahKabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan o o o
DANLATIHAN FasilitasiPelatihan 25% 30% 30,000,000 35% 45,000,000
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
LatihanPerkoperasianBagiK Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
operasiyang Wilayah BagiKoperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam 100% 100% 30,000,000 100% 45,000,000
KeanggotaanDalam Daerah DaerahKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PeningkatanPemahamandanP |Meningkatnya Pemahamandan
engetahuan_ ) PengetahuanPerkoperasmnSer ]umlahSDMyangMemah_amlP 250rg 300rg 30,000,000 350rg 45,000,000
PerkoperasianSerta Kapasitas |taKapasitasdan engetahuan Perkoperasian
danKompetensi SDM Koperasi |KompetensiSDMKoperasi
PROGRAMPEMBERDAYAAND
AN PersentaseMeningkatnyaKoperasiyangBerkualitas 22% 24% 599,994,000 26% 660,000,000
PERLINDUNGANKOPERASI
Pemberdayaan

i i Cak Pemberd dan Perlind K i
danPerlindunganKoperasiya akupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 100% 100% 599,994,000 100% 660,000,000
ngKeanggotaannya yangKeanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
DalamDaerah
Kabupaten/Kota
PembinaandanPendampinganB Meningkatnya .
. PenumbuhanKesadaran Bagi .
agl Keluarga dan Keluarga danKelompok Pembinaandan/ataupendamp 20kelompok 25kelompokmas
KelompokMasyarakat yang & P R ingan yangdilaksanakan - p 70,000,000 p Y 75,000,000
Masyarakat DalamPeningkatan masyarakat arakat

AkanMembentuk Koperasi
DalamPengembangan Ekonomi

Taraf
HidupMelaluiKehidupanBerkop
erasiDalam
PengembanganEkonomi




Peningkatan
Produktivitas,Nilai Tambah,
Akses

Meningkatnya
Produktivitas,Nilai Tambah,
Akses

Jumlah unit usaha
yangproduktif, bernilai
tambah,memiliki akses pasar,

Pasar,AksesPembiayaan,Pengu | Pasar,AksesPembiayaan,Pengu aksespembiayaan, - 100unitusaha 29,994,000 100unitusaha 35,000,000
penguatankelembagaan,
atanKelembagaan, atanKelembagaan, A
. ; penataanmanajemen,
PenataanManajemen, PenataanManajemen, N i
. . . . standarisasi,
Standarisasi, Standarisasi, d trukturi . h
danRestrukturisasi Usaha danRestrukturisasi Usaha anrestrukturisasi usana
Peningkatan iklim
usahakoperasi melalui
Pemberdayaan aspekkelembagaan, Koperasidengankeangeotaan
KoperasidenganKeanggotaan produksi,pemasaran, p 8 g8 - 100unitusaha 500,000,000 100unitusaha 550,000,000
R . . |daerah kabupaten/kota
DaerahKabupaten/Kota keuangan daninovasi teknologi
bagi koperasidengan
keuanggotaan
daerahkabupaten/kota
PROGRAMPEMBERDAYAANU
SAHAMENENGAH,USAHAKE .
0, 0, 0,
CIL DAN USAHA PersentaseWirausahaBaru 2,25% 2,50% 217,385,850 2,75% 322,000,000
MIKRO(UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mlkroy_ang Dilakukan Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
MelaluiPendataan, MelaluiPendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Kemitraan,Kemudahan g , . . ' 100% 100% 217,385,850 100% 322,000,000
- PenguatanKelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Perizinan,PenguatanKelemba PemangkuKepentingan
gaandanKoordinasi dengan g P 8
ParaPemangku Kepentingan
Pemberdayaan Terfasilitasinya Jumlah Unit Usaha yang
reaya . i . TelahMelasanakan Kemitran 70unitusaha 50unitusaha 32,385,850 60Unitusaha 50,000,000
MelaluiKemitraan Usaha Mikro PemberdayaanMelalui .
N . UsahaMikro
Kemitraan Usaha Mikro
Pemberdayaan Terfasilitasinya ]tulm}llah umt_usaha yi?g
KelembagaanPotensi dan PemberdayaanKelembagaan ela menerlr_na pembinaan 1400unitusaha 1420unitusaha 25,000,000 1450unitusaha 30,000,000
. . danpendampinganterhadapusa
PengembanganUsaha Mikro Potensi danPengembangan .
. hamikro
Usaha Mikro
PeningkatanPemahamandanP .
engetahuan UMKM Meningkatnya
sertaKapasitas dan PemahamandanPengetahuan jumlah SDM yang
P R UMKMsertaKapasitas dan memahamipengetahuan usaha - 60orang 160,000,000 70orang 242,000,000
KompetensiSDM UMKM A ) A
. KompetensiSDM UMKM mikro dankewirausahaan
danKewirausahaan danKewi h
MelaluiPendidikan dan anxewlrausahaan
Pelatihan
PROGRAM PERIZINAN . e ATa i
0, 0, 0,
DANPENDAFTARAN PersentaselzinUsahaPerdaganganyangDifasilitasi 40% 45% 129,999,700 50% 139,000,000
PERUSAHAAN
Pengendalian
FasilitasPenyimpanan Cakupan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan
BahanBerbahayadanPengaw BahanBerbahaya dan Pengawasan
asanDistribusi, Pengemasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan 100% 100% 80,000,000 100% 85,000,000

danPelabelanBahanBerbaha
yadi Tingkat
DaerahKabupaten/Kota

BerbahayadiTingkat
DaerahKabupaten/Kota




Pengawasan
Distribusi,Pengemasan dan
PelabelanBahan Berbahaya

Tersedianya
LaporanPengawasan
Distribusi,Pengemasan dan

Jumlah Laporan
HasilPengawasan
Distribusi,Pengemasan dan
PelabelanBahan Berbahaya

. PelabelanBahan Berbahaya TerhadapDistributor B2, - 1laporan 80,000,000 1laporan 85,000,000
TerhadapPengguna Akhir - .
TerhadapPengguna Akhir PenggunaAkhir Bahan
BahanBerbahaya (PA-B2)
ma nProdusen B2 (P-B2) BahanBerbahaya (PA-B2) Berbahaya (PA-
upu v maupunProdusen B2 (P-B2) B2)maupunProdusenB2(P-
B2)
PenerbitanSuratKeteranganA
sal (bagi Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi
hk K lah
daeralfkabupaten/Kota_yang dflera abupaten/_ ota yang tela 100% 100% 49,999,700 100% 54,000,000
telahditetapkan sebagai ditetapkan sebagai
Instansipenerbit Surat InstansipenerbitSuratKeteranganA
KeteranganAsal) sal)
KoordinasidanSinkroni iL Tersedianya Jumlahdokumenpenerbitan$S
oordinasidansinironisasita | noiumenPenerbitanSuratket |/ 2 cokumenpenerbitansu - 1dokumen 49,999,700 1Dokumen 54,000,000
yanan Penerbitan SKA rat Keterangan Asal
eranganAsal
PROGRAMSTABILISASIHARG
ABARANGKEBUTUHANPOKO |Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok o o o
K DAN BARANGPENTING danBarang Penting 100% 100% 50,000,000 100% 90,000,000
Pengendalian Harga dan
StokBarang KebutuhanPokok |Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Barang o o o
danBarang Penting di KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 100% 100% 50,000,000 100% 90,000,000
TingkatPasar Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Tersedianya
Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan
LaporanPemantauan Harga
StokBarang dan StokBarang PemantauanHarga dan Stok
Kebu_tuhanPokokdanBarang KebutuhanPokokdanBarang BarangKebu_tuhan Pokok dan 12laporan 12laporan 30,000,000 12laporan 50,000,000
Penting pada PasarRakyat . BarangPenting pada Pasar
. . Penting pada PasarRakyat X .
yang TerintegrasiDalam . . Rakyatyang Terintegrasi
. . yang TerintegrasiDalam . .
Sistem InformasiPerdagangan X . DalamSistemInformasiPerdag
Sistem InformasiPerdagangan
angan
Pelaksanaan Tersedianya Jumlah Laporan )
. LaporanPelaksanaan PelaksanaanOperasi Pasar
OperasiPasarReguler dan .
OperasiPasarReguler dan Reguler danPasar Khusus 2laporan 2laporan 20,000,000 2laporan 40,000,000
Pasar Khususyang
Pasar Khususyang yangBerdampak Dalam 1
Berdampak Dalam 1(satu)
Berdampak Dalam 1(satu) (satu)Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
;ggg::AMPENGEMBANGANE PersentaseProdukLokalyangDipasarkanKeluar 100% 100% 249,999,950 100% 260,000,000
Penyelenggaraan
::;’nn:_’:;])];fa;lg ]ﬁ:l:k;,ls, Cakupan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui
gang 1st PameranDagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 100% 100% 249,999,950 100% 260,000,000

Dagang bagiProduk Ekspor
Unggulanyang Terdapat Pada
1 (satu)Daerah
Kabupaten/Kota

yangTerdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota




Terfasilitasinya Pelaku

Jumlah Pelaku Usaha

PameranDagangNasional UsahayangBerorientasiEkspor |yangDifasilitasiDalamPame 10pelakuusaha 13pelakuusaha 50,000,000 15pelakuusaha 60,000,000
PadaPameran Dagang Nasional |ranDagang Nasional
L . Terfasilitasinya Pelaku Jumlah Pelaku Usaha
l]i/[[ljsrllDaggr:lgBaglProdukEkspo UsahayangBerorientasiEkspor |yangDifasilitasi Dalam Misi - 10pelakuusaha 199,999,950 12pelakuusaha 200,000,000
gegu PadaPelaksanaan Misi Dagang |DagangProduk Ekspor
Unggulan
PROGRAMSTANDARISASIDA .
N :fa';g:::;iz'el:::f)g‘i’:;a" Alat UTTP yang Sesuai 100% 100% 60,000,000 100% 100,000,000
PERLINDUNGANKONSUMEN g
PelaksanaanMetrologiLegal .
’ k Pelak M logi Legal, B Tera,
Berupa Tera, Tera Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 100% 100% 60,000,000 100% 100,000,000
TeraUlang, dan Pengawasan
Ulang,danPengawasan
MeningkatnyaKesesuaianAlat
PelaksanaanMetrologiLegal Ukur, Alat Takar, AlatTimbang, |Jumlah Alat Ukur, Alat
giLegal, dan AlatPerlengkapan Takar,Alat Timbang, dan 500unit 550unit 45,000,000 570unit 55,000,000
Berupa Tera,, Tera Ulang .
TerhadapKetentuan yang AlatPerlengkapan Ditera
Berlaku Ulang
. Jumlah Pelaku Usaha
Pe_ngawasan/PenyuluhanMetrol P_elaku usaha di _ diBidang Metrologi Legal 100rg 250rg 15,000,000 300rg 45,000,000
ogi Legal BidangMetrologi Legal yang R
o yangDibina
Dibina
PROGRAMPERENCANAANDA
N PEMBANGUNANINDUSTRI ProporsiJumlahIKM 5% 5% 800,000,000 5% 905,000,000
Penyusunan dan .
EvaluasiRencana Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana 100% 100% 800,000,000 100% 905,000,000
. Pembangunanlndustri Kabupaten/Kota
PembangunanIndustri
Kabupaten/Kota
Penyusunan T ‘umlahdok b
RencanaPembangunan ersusunnya Jum-ancdokumenreficanapem - 1dokumen 250,000,000 1dokumen 300,000,000
. RencanaPembangunan angunan industri
IndustriKabupaten/Ko .
Industri
ta
Koordinasi, Sinkronisast, Ef)l;)srillie:agsgiasriirlgznisasi dan Ll;r:illi(l:)g:fli(i\;?s?nsmkronisasi
danPelaksanaan g ’ § ! 1dokumen 1dokumen 300,000,000 1dokumen 330,000,000
PelaksanaanPembangunan danPelaksanaan
PembangunanSumber Daya N
. Sumber Dayalndustri PembangunanSumber Daya
Industri .
Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, Terselenggaranya ]um.lah Dok'ume'n . . .
danPelaksanaan Koordinasi,Sinkronisasi, dan HasilKoordinasi, Sinkronisasi,
. ' ’ danPelaksanaan 1dokumen 1dokumen 250,000,000 1dokumen 275,000,000
PemberdayaanIndustri dan PelaksanaanPemberdayaan .
. PemberdayaanIndustri dan
Peran SertaMasyarakat Industri danPeran Serta
Peran SertaMasyarakat
Masyarakat
PROGRAMPENGENDALIANIZI . . : .
0, 0, 0,
N USAHA INDUSTRI PersentaselzinUsahalndustriyangDiterbitkan 5% 7% 125,000,000 9% 135,000,000
Penerbitan Izin
2:::333;““(1UI)‘Iszeﬂu Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Industri (IPUD, Izi PerluasanUsaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan
ndustri (IPUI), Izin Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan 100% 100% 125,000,000 100% 135,000,000

UsahaKawasan Industri
(IUKI)dan Izin Perluasan
KawasanIndustri(IPKI)Kew
enanganKabupaten/Kota

Industri(IPKI) Kewenangan kabupaten/Kota




KoordinasidanSinkronisasiP

Terselenggaranya
Koordinasidan Sinkronisasi
Pengawasanterhadap Perizinan
Berusahasektor perindustrian
denganskala usaha Industri
Kecil danIndustri Menengah

Jumlah dokumen
hasilKoordinasi dan
sinkronisasiPengawasan
terhadapperizinan
Berusaha industridengan
skala usaha IndustriKecil

engawasan yangberlokasi di satu dan IndustriMenengah yang
terhadapP-erlzmaln Berusaha Kab/Kotasepanjang berlok.a51 disatu Kab./Kota 1dokumen 50,000,000 Ldokumen 55,000,000
Sektorperindustrian yang merupakanPenanaman Modal sepanjang
Menjadikewenangan DalamNegeridanselainbidangu merupakanPenanamanModal
Kabupaten/Kota saha tertentu yang Dalam Negeri dan
menjadikewenangan selainbidang usaha tertentu
pemerintah pusat yangmenjadi
kewenanganpemerintah pusat
Terfasilitasinyaverifikasi JumlahdokumenLaporan
pemenuhanpersyaratan/standa |Verifikasi
Fasilitasiverifikasipemenuhan r kgglatanu-saha sektor pemenubanpersyaratan/sta
perindustriandalam rangka ndarkegiatan usaha
persyaratan/standar . . . .

X penerbitanperizinan berusaha |sektorperindustriandalamra
kegiatanusaha sektor . -

. . berbasisrisiko untuk bidang ngka
perindustriandalam rangka . - . .

. . usahasektor perindustrian penerbitan perizinan
penerbitanperizinan berusaha dengantingkatrisikousaha berusahaberbasis risiko untuk
berbasisrisiko melalui Sistem g g . . ) 1dokumen 75,000,000 1dokumen 80,000,000
Informasi Industri Menengah-Tinggi dan bidangusaha sektor

. Tinggi,melaluiSIINas yang perindustriandengan tingkat
Nasional(SIINas) yang R . . .

. . . terintegrasi risiko usahaMenengah-TInggi
terintegrasidengan Sistem . . . .

. . . dengan Sistem dan Tinggi,melalui SIINas
Online Single Submission . N . -
RiskBase Approach (0SS RBA) OSSRBA,bagiPenanaman yangterintegrasidenganSistemO

bp Modal SS RBA ,bagi PenanamanModal
DalamNegeri(PMDN)dengan Dalam Negeri (PMDN)dengan
skalausaha Industri Kecil dan skala usaha Industri
IndustriMenengah,selain Kecildan
TOTAL 6,632,200,000 7,406,500,000

KEPALADINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
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